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TERKAIT TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN 

PEMERINTAH PROVINSI RIAU 2024 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, 

GUBERNUR RIAU ABDUL WAHID SAMPAIKAN BEGINI   

 

 

Sumber gambar: 

https://mediacenter.riau.go.id/read/91813/terkait-temuan-lhp-keuangan-pemprov-riau-2024.html   

  

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan bahwa temuan Badan 

Pemeriksa Keungan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan 

keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 2024 yang memperoleh opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK.  

Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa pihaknya komitmen untuk 

menyelesaikan temuan tersebut dan harus ditindaklanjuti dalam dua bulan ini. 

"Atas temuan BPK terkait LHP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Riau 2024, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK  dalam dua 

bulan ini," jelas Gubri disela  menghadiri Pesta Pembangunan dan Pengadaan Lahan HKBP 

Imanuel Resort Pekanbaru II, Ahad (8/6/2025) 

Gubri menerangkan, setidaknya ada 153 temuan LHP Keuangan tahun 2024 

Pemprov Riau, dan akan segera dirapatkan bagaimana proses penyelesaiannya.  
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Terang dia, saat ini sudah dibentuk tim untuk menyelesaikan semua temuan BPK 

tersebut agar temuan ini bisa diselesaikan dan tidak menjadi persoalan hukum dikemudian 

hari.  

"Saya baca ada 153 temuan, dari keuangan dan kinerja itu ada sekitar 100-an atau 

93 kalau ngak salah temuan dari sisi kepatuhan, maka ini akan kita rapat kan. Saya sudah 

bentuk tim menyelesaikan semuanya agar temuan ini bisa diselesaikan tidak menjadi 

persoalan hukum dikemudian hari," lanjutnya.  

Abdul Wahid menegaskan, meskipun ia menjabat sebagai Gubernur Riau pada 

Februari 2025 ini, dan LHP keuangan Pemprov Riau tersebut tahun 2024, namun ia 

komitmen akan segera menyelesaikannya.  

Sebab dia ingin menata dan memperbaikinya serta fokus pada pembangunan 

Provinsi Riau kedepannya, sehingga saran dan masukan BPK tersebut harus dijalankan agar 

tidak menghambat persoalan administratif nantinya.  

"Nah ini kita ingin menata dan memperbaikinya. Saran masukan BPK harus kita 

jalankan. Jika memang saran ini tidak bisa diindahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terpaksa memang saya harus merombak SKPD yang ini," ucapnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://mediacenter.riau.go.id/read/91813/terkait-temuan-lhp-keuangan-pemprov-riau-

2024.html, “Terkait Temuan LHP Keuangan Pemprov Riau 2024 oleh BPK, Gubri 

Abdul Wahid Sampaikan Begini”, 8 Juni 2025; dan 

2. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226624&Gubri-

Ancam-Copot-Kepala-OPD-yang-Tidak-Tindaklanjuti-Temuan-BPK, “Gubri Ancam 

Copot Kepala OPD yang Tidak Tindaklanjuti Temuan BPK”, 8 Juni 2025.  

3. https://infopublik.id/kategori/nusantara/923491/sebanyak-153-temuan-bpk-gubernur-

riau-bentuk-tim-khusus-untuk-penyelesaian, “Sebanyak 153 Temuan BPK, Gubernur 

Riau Bentuk Tim Khusus Untuk Penyelesaian”, 10 Juni 2025. 

 

Catatan: 

 Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga 

negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. BPK dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK 

merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

https://mediacenter.riau.go.id/read/91813/terkait-temuan-lhp-keuangan-pemprov-riau-2024.html
https://mediacenter.riau.go.id/read/91813/terkait-temuan-lhp-keuangan-pemprov-riau-2024.html
https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226624&Gubri-Ancam-Copot-Kepala-OPD-yang-Tidak-Tindaklanjuti-Temuan-BPK
https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226624&Gubri-Ancam-Copot-Kepala-OPD-yang-Tidak-Tindaklanjuti-Temuan-BPK
https://infopublik.id/kategori/nusantara/923491/sebanyak-153-temuan-bpk-gubernur-riau-bentuk-tim-khusus-untuk-penyelesaian
https://infopublik.id/kategori/nusantara/923491/sebanyak-153-temuan-bpk-gubernur-riau-bentuk-tim-khusus-untuk-penyelesaian
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Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut 

mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) 

jenis pemeriksaan, yakni: 

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka 

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah. 

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta 

pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan 

negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu 

menjadi perhatian Lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan 

kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah 

diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara 

efektif. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan 

khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam 

pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan 

dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. 

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu 

standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan 

standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud 

ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan 

organisasi profesi di bidang pemeriksaan. 

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan adequate disclosures), (iii) 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem 

pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, 
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yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan 

pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) 

pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan 

oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat- lambatnya 2 (dua) 

bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil 

pemeriksaan tersebut juga disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada 

lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.  

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas 

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut 

disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat 

yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.  

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Lembaga perwakilan 

dalam hasil pemeriksaan semester. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta 

penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD 

dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta 

Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 

 


